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Mediajustitia.com – Kamar Dagang dan Industri 
(KADIN) Indonesia melalui Bidang Hubungan Antar 
Lembaga dan Pemerintah Daerah (HAL-Pemda) 
menggelar Rapat Perdana di Menara KADIN 
Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025. 
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 
Umum (WKU) Bidang HAL-Pemda, Bapak Junaidi 
Elvis, ini menetapkan langkah strategis KADIN 
dalam mendukung program ekonomi nasional 
dan memperkuat kepastian hukum bagi investor 
domestik.

Mediajustitia.com – Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi 
masyarakat terdampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan 
Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap kondisi darurat yang 
dialami warga di tiga provinsi tersebut.

Mediajustitia.com – Pengadilan Tinggi Riau 
menggelar Dialog Interaktif PRIMA Episode 15 dengan 
FGD bertema “Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan 
Mediator Non Hakim pada Satuan Kerja Sewilayah 
Hukum PT Riau” secara hybrid pada Rabu (10/12/2025).

Kadin Indonesia Dorong 
Penguatan Sinergi Daerah 
Dan Transformasi Digital 
Sebagai Fokus Ekonomi 
Nasional 2025

AKPI Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di 
Aceh, Sumut, dan Sumbar

Media Justitia Highlight

FGD PRIMA Eps. 15 Soroti 
Tantangan dan Arah Baru 
Mediator Non Hakim di Riau

Mediajustitia.comFind Out More About Our Activity
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Mediajustitia.com – Pakar hukum kepailitan dan asuransi, Dr. Riccardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIIF., MCIArb., meluncurkan buku 
ke-6 dan ke-7 karyanya pada 15 Desember 2025 bertempat di JW Marriott Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan. Peluncuran buku ini 
dilaksanakan bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-60 Dr. Riccardo, sehingga menjadi momen yang sarat makna, refleksi, 
dan ungkapan syukur.

Mediajustitia.com – Fenomena sengketa di sektor kesehatan 
Indonesia yang semakin sering terjadi mendorong lahirnya sebuah 
inisiatif baru untuk memperkuat mekanisme penyelesaiannya. 
Prof. Dr. Faisal Santiago, Director Program Pascasarjana Universitas 
Borobudur, menjadi tokoh utama di balik pendirian Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, yang digagas 
untuk merespons meningkatnya jumlah konflik di bidang medis.

Mediajustitia.com – Upaya penguatan sistem hukum kesehatan 
nasional memasuki fase baru dengan peresmian Lembaga Sertifikasi 
Profesi (LSP) Hukum Kesehatan Indonesia, Perkumpulan Profesional 
Hukum dan Kesehatan Jurist Indonesia (PPHKJI), serta Lembaga 
Mediasi Kesehatan Indonesia (MEDIKES) pada Selasa (16/12/2025) di 
The Bridge Function Room, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. 
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang 
kesehatan dan hukum, termasuk pejabat dari Badan Nasional 

Mediajustitia.com – Universitas Borobudur terus 
mengembangkan kualitas pendidikan tinggi dengan 
memperluas kerja sama akademik bersama Universitas 17 
Agustus 1945 (Untag) Semarang. Pada Kamis, 18 Desember 
2025, lebih dari 100 mahasiswa Program Magister Hukum 
Untag Semarang hadir ke kampus Universitas Borobudur 
di Jakarta Timur dalam rangka memperkuat jejaring 
akademik kedua institusi.

Peluncuran Dua Buku Dr. Riccardo Simanjuntak Diwarnai Refleksi 
Kehidupan dan Dedikasi pada Hukum

Prof. Dr. Faisal Santiago Luncurkan 
LSP Hukum Kesehatan Indonesia, 
Dorong Penyelesaian Sengketa di 
Luar Pengadilan

LSP Hukum Kesehatan Indonesia 
Resmi Diluncurkan, Fokus Perkuat 
Mediasi Sengketa Medis

Sinergi Kampus Unggul, 
Universitas Borobudur dan 
Untag Semarang Kembangkan 
Kerja Sama Pascasarjana

Mediajustitia.comFind Out More About Our Activity

16 Desember 2025

16 Desember 2025

19 Desember 2025

19 Desember 2025
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IKADIN Gelar Fun Walk di GBK, 
Teguhkan Kebersamaan dan 
Semangat Sehat Advokat Indonesia

Mediajustitia.com – Dalam semangat 
mempererat tali silaturahmi dan menumbuhkan 
gaya hidup sehat di kalangan advokat, Ikatan 
Advokat Indonesia (IKADIN) sukses menggelar 
kegiatan Fun Walk IKADIN 2025 pada Minggu, 9 
November 2025, bertempat di kawasan VIP Barat 
(Patung Panahan) Gelora Bung Karno (GBK), 
Jakarta. 

Sejak pukul 05.30 WIB, panitia telah bersiap di 
berbagai titik untuk memastikan kelancaran acara. 
Para peserta mulai berdatangan, melakukan 
registrasi, dan menerima perlengkapan berupa 
kaos, kupon doorprize, serta snack box dan air 
mineral.

Acara resmi dimulai pada pukul 07.30 WIB 
dengan upacara pembukaan yang berlangsung 
khidmat. Lagu Indonesia Raya dan Mars IKADIN 
dikumandangkan dengan penuh semangat, diikuti 
doa bersama yang dipimpin oleh Bangsawan, 
S.H., M.H. sebagai ungkapan syukur atas 
terselenggaranya kegiatan tersebut.

Dalam laporan pembukaannya, Ketua Panitia 
Fun Walk IKADIN 2025, Rielen Patiasina, S.H., 
menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada 
seluruh pihak yang berkontribusi.
“Kegiatan Fun Walk ini merupakan bentuk 
kebersamaan kita sebagai advokat. Di tengah 
kesibukan profesi yang padat, kita tetap bisa 
meluangkan waktu untuk berolahraga dan 
mempererat hubungan kekeluargaan di lingkungan 
IKADIN,” ujarnya.
Rielen juga menekankan bahwa Fun Walk bukan 

sekadar olahraga, tetapi momentum memperkuat 
nilai-nilai solidaritas.

“Kami ingin menegaskan bahwa advokat Indonesia 
bukan hanya cerdas dalam hukum, tetapi juga kuat 
secara fisik dan sosial. Semangat kebersamaan ini 
adalah cermin dari kekompakan keluarga besar 
IKADIN,” tambahnya.

Dalam sambutannya, Rielen turut memberikan 
apresiasi kepada seluruh panitia yang sebagian 
besar adalah perempuan.

“Acara ini dapat terlaksana karena antusias dan 
semangat luar biasa dari rekan-rekan panitia, 
terutama para perempuan anggota IKADIN. Kami 
sangat bangga bisa menghadirkan kegiatan ini 
untuk memperingati 40 tahun IKADIN,” ungkapnya 
dalam wawancara.

Setelah laporan panitia, acara dilanjutkan dengan 
sambutan Ketua Umum DPP IKADIN, Dr. Adardam 
Achyar, S.H., M.H., yang secara resmi membuka 
kegiatan Fun Walk.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa 
kegiatan ini menjadi simbol kekuatan kebersamaan 
dvokat Indonesia.

“Saya harus beritahukan, acara ini adalah hajat 
dari para wanita IKADIN. Ternyata kekuatan wanita 
ini luar biasa,” ujarnya disambut tepuk tangan 
peserta.

Dr. Adardam juga mengungkapkan rasa harunya 
melihat semangat para peserta dari berbagai 

Liputan dan Berita  |  Kamis, 09 November 2025

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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daerah. “Saya sangat terharu, karena pada usia 
ke-40 tahun ini, IKADIN bukan semakin menua, 
tetapi justru semakin muda dan menyala. Mari kita 
nikmati acara ini dengan penuh rasa syukur dan 
kebersamaan,” ucapnya penuh semangat.

Dalam wawancara usai acara, Dr. Adardam 
menegaskan bahwa Fun Walk ini juga menjadi 
bagian dari refleksi perjalanan 40 tahun IKADIN. “Usia 
ini sudah matang dan dewasa, namun kita tetap 
perlu melakukan evaluasi dan reposisi mengenai 
peran IKADIN dalam proses penegakan hukum 
di Indonesia. Dulu IKADIN lahir sebagai wadah 
perjuangan menghadapi kediktatoran pemerintah, 
kini kita berhadapan dengan tantangan penegakan 
hukum yang belum membaik,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa IKADIN akan 
kembali ke komitmen awal dengan tiga nilai dasar: 
mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian 
hukum.

“Kami akan terus memperkuat kualitas advokat, 
terutama menjelang diberlakukannya KUHP 
Nasional pada 2 Januari 2026. Advokat IKADIN harus 
mampu memahami dan mengimplementasikan 
hukum nasional agar dapat melahirkan keadilan 
yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat 
Indonesia,” tegasnya.
Kegiatan Fun Walk semakin meriah dengan 
kehadiran Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., Wakil 

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, 
dan Pemasyarakatan, yang hadir memberikan 
sambutan penuh kehangatan dan nostalgia.
“Saya terharu melihat semangat teman-teman 
anggota IKADIN seluruh Indonesia yang hadir. 
IKADIN ini bukan sekadar organisasi, tapi sudah 

menjadi bagian dari darah perjuangan advokat 
Indonesia,” ujar Prof. Otto.
Ia juga mengingatkan bahwa IKADIN memiliki 
sejarah panjang dan peran besar dalam 
pembentukan organisasi profesi advokat di 
Indonesia.

“Saya dua kali menjadi Ketua Umum IKADIN, dua kali 
Sekjen, dan puluhan tahun mengabdi di dalamnya. 
Karena itu saya tahu betul, persaudaraan di 
IKADIN luar biasa. Kalau sudah bicara IKADIN, 
tidak ada musuh, semua saudara,” kenangnya. 
Usai sambutan dan foto bersama, bendera start 
dikibarkan sebagai tanda dimulainya Fun Walk 
Celebration with DPP IKADIN. Ratusan peserta 
antusias menempuh dua putaran rute mengelilingi 
area GBK sambil menikmati suasana pagi yang 
cerah dan penuh semangat.

Suasana semakin semarak dengan penampilan 
musik dari Moluccan Soul serta sesi Zumba yang 
mengajak seluruh peserta untuk bergerak bersama 
dengan penuh keceriaan. Setelah itu, peserta 
menikmati menu sarapan sehat berupa bubur 
kacang hijau dan rice bowl, dilanjutkan dengan 
pembagian doorprize menarik.

Menjelang akhir acara, panitia juga menyampaikan 
informasi tentang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 
IKADIN yang akan digelar pada 10 November 2025, 
bertepatan dengan Hari Pahlawan. Rencana 
tersebut disambut antusias oleh seluruh peserta 
sebagai kelanjutan semangat kolaboratif 
yang telah terjalin. Kegiatan ini tidak hanya 
menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum 
untuk meneguhkan solidaritas, memperkuat 
profesionalisme, dan menjaga semangat juang 
advokat Indonesia dalam menegakkan keadilan.

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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IKADIN Gelar Rakernas dan Seminar 
Nasional 2025, Tegaskan Komitmen 
Peningkatan Kualitas Advokat 
Menyongsong KUHP Nasional

Mediajustitia.com – Ikatan Advokat Indonesia 
(IKADIN) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional 
(RAKERNAS) 2025 dan Seminar Nasional bertema 
“Melalui RAKERNAS IKADIN 2025 Kita Tingkatkan 
Kualitas Advokat Dalam Rangka Menyongsong 
Berlakunya KUHP Nasional”, pada Senin (10/11/2025), 
bertempat di The Sultan & Residence Jakarta.

Kegiatan yang dihadiri oleh para pengurus pusat 
dan daerah, akademisi, serta praktisi hukum ini 
diawali dengan Seminar Nasional. Acara dibuka 
secara resmi oleh Ketua Panitia, Rielen Patiasina, 
S.H., melalui laporan yang sekaligus menandai 
dimulainya rangkaian kegiatan Rakernas 2025. 
Dalam sambutannya, Rielen menekankan bahwa 
kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, 
tetapi momentum penting dalam memperkuat 
peran advokat di tengah perubahan hukum 
nasional. “RAKERNAS tahun ini kita jadikan wadah 
refleksi sekaligus konsolidasi. IKADIN harus mampu 
menjawab tantangan profesi di era KUHP baru 
dengan langkah nyata, bukan hanya wacana,” 
ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan 
Rakernas 2025 menjadi bukti komitmen dan 
kesungguhan seluruh anggota dalam menjaga 
marwah profesi advokat. “Semangat yang kita 
bawa hari ini adalah semangat pembaruan. Kita 
ingin memastikan advokat Indonesia hadir sebagai 
bagian dari solusi hukum, bukan hanya pengamat 

perubahan,” tegas Rielen.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua 
Umum DPP IKADIN, Dr. H. Adardam Achyar, S.H., M.H., 
yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan 
RAKERNAS 2025. Dalam sambutannya, beliau 
menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh 
panitia dan peserta yang hadir dari berbagai 
daerah di Indonesia.

“Saya sangat bergembira dan terharu, forum ini 
begitu penuh dengan semangat brotherhood dari 
para advokat Indonesia. Ini bukti bahwa IKADIN 
tetap solid dan menjadi rumah besar bagi seluruh 
advokat,” ungkap Adardam.

Lebih jauh, Ketua Umum DPP IKADIN juga 
menekankan pentingnya peningkatan kualitas 
advokat di tengah dinamika reformasi hukum 
nasional. “Dengan hadirnya dua narasumber utama 
hari ini, kita belajar langsung dari sumber pertama 
tentang KUHP dan KUHAP. Ini adalah langkah konkret 
IKADIN untuk meningkatkan kualitas advokat agar 
mampu berperan aktif dalam penegakan hukum 
yang berkeadilan,” ujarnya.

Sebagai simbolis pembukaan resmi kegiatan, Dr. 
H. Adardam Achyar, S.H., M.M. didampingi jajaran 
pengurus DPP IKADIN melakukan pemukulan gong, 
yang disambut tepuk tangan meriah seluruh 
peserta Rakernas dan Seminar Nasional. Momen 

Liputan dan Berita  |  Senin, 10 November 2025

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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Sebagai simbolis pembukaan resmi kegiatan, Dr. 
H. Adardam Achyar, S.H., M.M. didampingi jajaran 
pengurus DPP IKADIN melakukan pemukulan gong, 
yang disambut tepuk tangan meriah seluruh 
peserta Rakernas dan Seminar Nasional. Momen 
ini menjadi tanda dimulainya secara resmi seluruh 
rangkaian kegiatan RAKERNAS IKADIN 2025.

Acara seminar menghadirkan dua narasumber 
utama, yakni Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, 
S.H., M.Hum., Wakil Menteri Hukum dan HAM RI 
sekaligus Guru Besar Hukum Pidana Universitas 
Gadjah Mada, serta Dr. Habiburakhman, S.H., M.H., 
Ketua Komisi III DPR RI.

Dalam pemaparannya, Prof. Eddy Hiariej menyoroti 
substansi penting dalam pemberlakuan KUHP 
Nasional yang akan mengubah paradigma 
penegakan hukum di Indonesia. Sementara Dr. 
Habiburakhman menekankan peran strategis 
advokat dalam sistem peradilan pidana. “Advokat 
bukan lagi sekadar pendamping tersangka, tapi 
juga berhak mendampingi saksi dan korban. Di 
KUHAP baru nanti, advokat akan memiliki peran 
yang lebih aktif dalam menegakkan keadilan,” 
jelasnya.

Dalam sesi wawancara eksklusif bersama 
Mediajustitia.com, Dr. Habiburakhman menegaskan 
bahwa perubahan dalam KUHP dan KUHAP 
baru tidak boleh membuat advokat kehilangan 
semangat juangnya. “Kita ingin memastikan bahwa 
dalam sistem hukum nasional yang baru nanti, 
advokat tetap menjadi pilar penting penegakan 
hukum. Jangan sampai profesi ini hanya jadi 
pelengkap formalitas,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa advokat harus 
terus meningkatkan kompetensinya agar mampu 
beradaptasi dengan perkembangan hukum 
nasional. “Kalau advokat tidak terus belajar, maka 
perubahan hukum yang cepat akan meninggalkan 
kita. IKADIN punya tanggung jawab moral dan 
institusional untuk memastikan setiap anggotanya 
siap menghadapi era KUHP Nasional,” tegasnya.

Dr. Habiburakhman pun menyampaikan apresiasi 
atas langkah IKADIN menggelar seminar bertema 
relevan tersebut. “Saya melihat langkah IKADIN 
ini sangat tepat. Kita perlu organisasi advokat 
yang bukan hanya aktif secara internal, tapi juga 

berkontribusi terhadap pembangunan hukum 
nasional,” pungkasnya.

Usai pemaparan narasumber, kegiatan dilanjutkan 
dengan sesi tanya jawab yang berlangsung 
dinamis. Salah satu pertanyaan menarik datang 
dari peserta mengenai bagaimana advokat bisa 
tetap menjalankan tugas dengan baik di tengah 
berbagai tantangan profesi dan perubahan 
regulasi yang cepat.

Dalam sesi tersebut, Dr. Habiburakhman juga 
menambahkan pentingnya imunitas advokat. 
“Imunitas advokat dalam menjalankan tugasnya 
kini dijamin dalam KUHAP baru. Tidak ada lagi 
advokat yang dikriminalisasi karena menjalankan 
profesinya,” tegasnya.

Setelah rangkaian seminar selesai, acara berlanjut 
dengan pelaksanaan Sidang Pleno RAKERNAS 
IKADIN 2025, yang membahas berbagai program 
kerja dan strategi organisasi ke depan.

Kegiatan kemudian ditutup dengan acara ramah 
tamah dan syukuran, sebagai simbol kebersamaan 
dan refleksi atas perjalanan panjang IKADIN dalam 
memperjuangkan profesionalisme dan integritas 
advokat Indonesia.

Dalam penutup sambutannya, Dr. Adardam Achyar 
menegaskan kembali pesan penting kepada 
seluruh peserta. “Advokat harus terus berjuang untuk 
menegakkan hukum dan keadilan di Republik ini. 
Jangan pernah lelah memperjuangkan kebenaran, 
karena semangat itulah yang membuat IKADIN 
tetap eksis dan dihormati hingga kini,” tandasnya.
Dengan berakhirnya Rakernas dan Seminar 
Nasional IKADIN 2025, diharapkan hasil-hasil 
pembahasan dapat menjadi pijakan strategis bagi 
organisasi dalam mempersiapkan peran advokat 
menghadapi era baru hukum pidana nasional.
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Penguatan Standar Profesi Jadi 
Fokus Utama di Rakernas AKPI 
Bandung 2025

Mediajustitia.com – Rapat Kerja Nasional 
(Rakernas) Asosiasi Kurator dan Pengurus 
Indonesia resmi terlaksana pada 14 November 
2025 di Grand Mercure Setiabudi, Bandung. 
Dengan diikuti oleh hampir 300 pengurus, 
Ketua Pelaksana Rakernas AKPI 2025, Irfan 
Idham, S.H., M.H., CLA., menyampaikan bahwa 
seluruh rangkaian acara ini dikerjakan 
sepenuhnya oleh internal kepanitiaan tanpa 
bantuan event organizer. Menurutnya, hal ini 
menunjukkan dedikasi dan kerja keras panitia 
yang benar-benar mengandalkan kekuatan 
organisasi sendiri. 

Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah 
Jawa Barat, Dulianan Lumbanraja, S.H., 
M.Kn. selaku tuan rumah, menyambut para 
peserta dengan hangat. Ia menyampaikan 
rasa bangganya karena Bandung dipercaya 
menjadi tuan rumah Rakernas untuk pertama 
kalinya. Menurutnya, Bandung bukan hanya 
kota yang indah secara alam dan budaya, 
tetapi juga tempat lahirnya banyak gagasan 
dan semangat perubahan. Ia berharap energi 
tersebut turut menjiwai Rakernas kali ini 

sehingga menghasilkan keputusan strategis 
yang membawa AKPI semakin profesional dan 
berdaya saing.

Sementara itu, Dewan Kehormatan Profesi AKPI, 
Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., M.H. mengingatkan 
pentingnya menjaga citra profesi kurator. Ia 
menyoroti maraknya isu mengenai kurator di 
ruang publik yang kerap tidak sesuai fakta.  “Ini 
serangan melalui media massa yang harus 
diantisipasi. Ada isu yang sebenarnya belum 
terjadi, tapi dijadikan pembenaran seolah-
olah kurator profesi yang jahat,” ujarnya. Ia 
menekankan pentingnya peran kehumasan 
dan kehati-hatian anggota senior dalam 
memberikan pernyataan. 

Bontor Tobing juga menyoroti persoalan 
penggantian kurator yang sering memicu 
laporan kode etik. Menurutnya, Dewan 
Kehormatan akan tetap mengedepankan 
mediasi antaranggota agar tidak saling 
menjatuhkan. 

Ketua Umum AKPI, Dr. Jimmy Simanjuntak, 

Liputan dan Berita  |  Jumat, 14 November 2025

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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Ketua Umum AKPI, Dr. Jimmy Simanjuntak, 
S.H., M.H., turut memberikan apresiasi atas 
kerja keras panitia dan seluruh pengurus 
yang terlibat dalam persiapan Rakernas. Ia 
mengatakan bahwa penyelenggaraan acara 
tanpa melibatkan pihak ketiga menunjukkan 
potensi besar yang dimiliki AKPI.

Dr. Jimmy menyampaikan beberapa 
perbaikan yang telah dilakukan, termasuk 
fasilitas sekretariat dan layanan organisasi. 
“Rooftop sudah jadi, ruang Pak DK (Dewan 
Kehormatan) sudah diperbaiki. Itu kita lakukan 
bukan buat kami, tapi untuk semua pengurus 
dan anggota,” ujarnya. 

Ia juga menegaskan bahwa peserta yang 
belum lulus sertifikasi akan diberikan 
kesempatan untuk mengulang tanpa batasan 
sebagaimana sebelumnya.

“Kalau mereka gagal tapi tidak mau 
pindah ke lain hati, ya silakan ulang di AKPI. 
Sertifikasi yang menentukan, bukan kita yang 
membatasi.” Lebih lanjut, Ketua Umum AKPI 
tersebut meminta agar Dewan Standar Profesi, 
Dewan Sertifikasi, dan Dewan Kehormatan 
menyelesaikan penyusunan standar profesi 

serta kurikulum pengajaran untuk disahkan 
pada RAT tahun depan. 

Dr. Jimmy turut memberikan orientasi dan 
upgrading terkait  peran dan tanggung jawab, 
tugas pokok dan fungsi pengurus dan masing-
masing bidang. Rakernas dilanjutkan dengan 
Sidang Pleno I dan II, dimana perwakilan 
masing-masing bidang dan pengurus wilayah 
memaparkan program dan pandangannya, 
disertai masukan dari berbagai dewan, 
termasuk Dewan Kehormatan, Dewan 
Sertifikasi, Dewan Penasihat, dan Dewan 
Standar Profesi.

Sidang Pleno dipimpin secara bergantian oleh 
r. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. (Ketua Umum 
AKPI), Dr. Resha Agriansyah, S.H., M.H. (Sekretaris 
Jenderal AKPI) dan Daniel Alfredo, S.H., M.H., 
CLA., CLI., AllArb (Ketua Harian AKPI) dengan 
diakhiri oleh pengesahan program kerja dan 
pembacaan serta pengesahan rekomendasi 
Rakernas.

“Dalam Rapat Kerja Nasional AKPI Tahun 2025 
telah disepakati rekomendasi sebagai berikut: 
AKPI mendorong Pemerintah (dalam hal ini: 
Kementerian Hukum Republik Indonesia) 
untuk segera melakukan pembahasan dan 
menjadikan perubahan Undang-Undang 
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
PKPU sebagai Program Legislasi Nasional 
Tahun 2026 yang dapat disahkan di Tahun 
2026,” pungkas Dr. Jimmy.

Rakernas AKPI Tahun 2025 akan ditutup 
dengan kegiatan gathering pengurus pada 
hari kedua sebagai ajang untuk memperkuat 
chemistry para pengurus menuju kolaborasi 
selama masa kepengurusan.
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Rakernas AKPI 2025 Hasilkan 
Rekomendasi Strategis untuk 
Pembaruan UU Kepailitan

Mediajustitia.com – Asosiasi Kurator dan 
Pengurus Indonesia (AKPI) menyelenggarakan 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 di Grand 
Mercure Setiabudi, Bandung. Kegiatan yang 
berlangsung pada 14 s.d. 15 November 2025 ini 
diikuti oleh hampir 300 pengurus dari seluruh 
Indonesia. Rakernas dibuka dengan rangkaian 
sambutan dan dilanjutkan dengan Sidang Pleno I 
yang membahas tata tertib, pemaparan program 
kerja masing-masing bidang, serta pandangan 
dari peserta. Setelah melalui diskusi yang cukup 
aktif, program kerja Pengurus AKPI Periode 2025–
2028 akhirnya disahkan.

“Memutuskan, menetapkan dan mengesahkan 
Program Kerja bidang Pengurus AKPI Tahun 
2025-2026. Kedua, seluruh pengurus diharapkan 
melaksanakan program kerja tesebut dengan 
penuh tanggung jawab dan kordinasi yang 
baik. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian 
hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya,” ucap Dr. Resha 
Agriansyah, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jenderal 
AKPI.

Daniel Alfredo, S.H., M.H., CLA., CLI., AllArb sebagai 
Ketua Harian AKPI, memimpin jalannya Sidang Pleno 
II, dimana giliran pengurus wilayah memaparkan 
program dan pandangannya, disertai masukan 
dari berbagai dewan, termasuk Dewan Kehormatan, 
Dewan Sertifikasi, Dewan Penasihat, dan Dewan 
Standar Profesi. Daniel Alfredo kemudian 
mengesahkan program kerja pengurus wilayah. 
Sidang pleno ditutup dengan pembacaan dan 
pengesahan rekomendasi Rakernas oleh Dr. Jimmy 
Simanjuntak, S.H., M.H. (Ketua Umum AKPI).

“Dalam Rapat Kerja Nasional AKPI Tahun 2025 
telah disepakati rekomendasi sebagai berikut: 
AKPI mendorong Pemerintah (dalam hal ini: 
Kementerian Hukum Republik Indonesia) untuk 
segera melakukan pembahasan dan menjadikan 
perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Kepailitan dan PKPU sebagai Program 
Legislasi Nasional Tahun 2026 yang dapat disahkan 
di Tahun 2026,” pungkas Dr. Jimmy.

Dalam wawancara terpisah bersama tim Media, Dr. 
Jimmy menyampaikan bahwa sejatinya AKPI telah 
dilibatkan dalam pembahasan RUU Kepailitan 
dan PKPU oleh Kementerian Hukum, bahkan 
turut menyampaikan “oleh-oleh” dari negara 
lain sebagai konsideran. “Perkembangan hukum 
kepailitan saat ini sudah tidak bisa diakomodir oleh 
UU yang sekarang. Kami melihat pertumbuhan 
perekonomian saat ini memerlukan adanya 
investor, dimana investor pasti membutuhkan 
perangkat hukum yang menjamin bagaimana 
investasi itu aman,” lanjutnya.

AKPI menyayangkan UU 37/2004 yang sudah tidak 
relevan sebagai peninggalan dari Belanda. Bahkan, 
Belanda sendiri sudah memiliki ketentuan baru. 
Padahal, UU Kepailitan dan PKPU bisa menjawab 
berbagai kebutuhan dan kemudahan dalam 
berusaha, sebagaimana PT Garuda Indonesia.

Dr. Jimmy menyampaikan bahwasanya AKPI 
sebagai bagian dari pemerintah, akan senantiasa 
mendukung program pemerintah yang baik untuk 
pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia yang 
lebih baik, sebagaimana rencana restrukturisasi 
BUMN.

Liputan dan Berita  |  Jumat, 14 November 2025

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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Kadin Indonesia Dorong Penguatan 
Sinergi Daerah Dan Transformasi 
Digital Sebagai Fokus Ekonomi 

Mediajustitia.com – Kamar Dagang dan Industri 
(KADIN) Indonesia melalui Bidang Hubungan Antar 
Lembaga dan Pemerintah Daerah (HAL-Pemda) 
menggelar Rapat Perdana di Menara KADIN 
Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025. 
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 
Umum (WKU) Bidang HAL-Pemda, Bapak Junaidi 
Elvis, ini menetapkan langkah strategis KADIN 
dalam mendukung program ekonomi nasional 
dan memperkuat kepastian hukum bagi investor 
domestik.

Bapak Junaidi Elvis dalam sambutan 
pembukaannya menjelaskan, Bidang HAL-Pemda 
berfungsi sebagai penghubung strategis antara 
dunia usaha yang diwakili KADIN dengan berbagai 
instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah. “Fokus 
utama kita di Tahun 2025 adalah penguatan 
internal organisasi, peningkatan sinergi antar-
anggota, dan yang paling krusial, memberikan 
dukungan nyata terhadap program-program 
prioritas ekonomi nasional,” tegas Junaidi.

Dalam rapat tersebut, ditekankan bahwa salah satu 
agenda terpenting adalah Transformasi Digital dan 
Artificial Intelligence (AI). KADIN mendorong agar 
organisasi dan pemerintah segera beradaptasi 
dengan teknologi digital dan Kecerdasan Buatan 
(AI) untuk menciptakan efisiensi data, pelayanan 
anggota yang lebih cepat, dan mewujudkan 
administrasi organisasi yang paperless.

Rapat juga menjadi forum untuk membahas isu-
isu regulasi yang saat ini menghambat dunia 
usaha. Kritik keras disampaikan terhadap syarat 
perbankan yang dinilai memberatkan pelaku 
UMKM dalam mengakses modal. Selain itu, Bidang 
HAL-Pemda berkomitmen untuk aktif terlibat dalam 
reformasi kebijakan kelautan, termasuk isu ekspor 
pasir laut, demi menciptakan kepastian hukum 
yang kondusif bagi investor dalam negeri.

Secara  kelembagaan,  Rapat  HAL-Pemda  turut  
membahas  progres  pembaruan Undang-Undang 
KADIN yang saat ini masuk dalam Prolegnas, di 
bawah arahan Bapak Firman Subagyo. Pembaruan 
UU ini bertujuan memperkuat posisi KADIN sebagai 
mitra strategis pemerintah yang independen dan 
mandiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN).

Agenda penting lainnya adalah persiapan Rapat 
Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN 2025 yang 
akan membahas fokus utamanya pada penataan 
dan penguatan kelembagaan organisasi.

Liputan dan Berita  |  Jumat, 14 November 2025

peternakan, dan komoditas strategis lainnya, 
guna mendukung ketahanan ekonomi nasional.

Energi Terbarukan: Mendukung penuh inisiatif 
pemasangan PLTS Desa dan program 
elektrifikasi desa lainnya sebagai wujud 
partisipasi KADIN dalam transisi energi.

Sektor Kelautan dan Perikanan: Memberikan 
dukungan terhadap implementasi aturan 
internasional seperti FAO dan Vessel Monitoring 
System (VMS) untuk memastikan keberlanjutan 
dan legalitas hasil laut Indonesia.

Selain digitalisasi, rapat juga merumuskan tiga 
pilar program kerja yang akan menjadi fokus 
Bidang HAL-Pemda di 2025, yaitu:

1. Membangun Bangsa (MBG): Menguatkan rantai 
pasok lokal, khususnya pada sektor pangan, 

2.

3.
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AKPI Dorong Implementasi 
Rehabilitasi untuk Kepailitan yang 
Lebih Berkeadilan

Mediajustitia.com – Asosiasi Kurator dan Pengurus 
Indonesia (AKPI) menyelenggarakan Pendidikan 
Lanjutan bertema “Lembaga Rehabilitasi Sebagai 
Upaya Merestorasi Debitor Insolven Ketika Mampu 
Melunasi Seluruh Utangnya” pada 12 Desember 2025 
di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Kegiatan 
ini digelar sebagai bagian dari pemenuhan kuota 
pendidikan lanjutan AKPI sekaligus komitmen 
organisasi dalam memperkaya wacana kepailitan 
dan PKPU di Indonesia.

Ketua Pelaksana, Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H. 
dalam sambutannya menyampaikan bahwa topik 
rehabilitasi merupakan isu penting namun masih 
jarang dibahas dalam praktik. Ia menegaskan 
bahwa AKPI ingin mendorong pemahaman baru 

dan membuka ruang diskusi yang lebih luas 
mengenai konsep yang selama ini belum banyak 
diimplementasikan. Hal serupa disampaikan oleh 
Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. (Ketua Umum AKPI) 
yang menyampaikan bahwa antusiasme peserta 
menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap 
pemahaman baru terkait rehabilitasi.

“Respon peserta luar biasa, baik dari anggota AKPI 
maupun yang bukan. Dulu kepailitan dianggap 
sebagai ultimum remedium. Sekarang dalam 
praktiknya justru sering menjadi first option,” 
katanya. Ia menilai bahwa penerapan mekanisme 
rehabilitasi secara tepat dapat menciptakan 
putusan kepailitan yang paripurna. 

“Jika kurator dan hakim niaga memahami 
konsep ini dengan baik, tidak hanya debitor 
yang terselamatkan. Investor pun mendapat 

kepastian, dan kelangsungan usaha tetap 
terbuka,” tambahnya. Narasumber pertama, 
Hakim Agung Kamar Perdata, Agus Subroto, S.H., 
M.Kn. menegaskan bahwa rehabilitasi adalah 
mekanisme hukum yang memulihkan kedudukan 
penuh debitor setelah kewajibannya diselesaikan. 

“Rehabilitasi mengembalikan martabat, reputasi, 
dan kapasitas hukum debitor. Kepailitan tidak 
boleh menjadi stigma permanen,” jelasnya. Ia 
mengingatkan bahwa Pasal 215 hingga 217 UU 
Kepailitan dan PKPU memberikan dasar bagi 
debitor maupun ahli warisnya untuk mengajukan 
permohonan rehabilitasi setelah pelunasan utang. 
“Ketika seluruh kreditor dinyatakan menerima 
pembayaran secara memuaskan, maka hukum 
wajib memberi ruang bagi debitor untuk kembali 
bergerak,” tegasnya.

Paparan berikutnya disampaikan Ketua Dewan 
Sertifikasi AKPI, Dr. Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., 
ANZIIF., CIP., MCIArb., yang menekankan pentingnya 
memahami rehabilitasi sebagai bagian dari 
mekanisme corporate rescue. Melalui sejumlah 
perbandingan dengan hukum Singapura, Malaysia, 
dan Australia, Ricardo menunjukkan bahwa banyak 
yurisdiksi lain memberikan ruang bagi perusahaan 
insolven untuk bangkit kembali selama seluruh 
utangnya telah dilunasi dan usaha masih dinilai 
layak. 

Ricardo juga menyoroti kasus di Indonesia di mana 
perusahaan dengan aset miliaran dolar justru 
jatuh insolven akibat proses verifikasi utang yang 
tidak presisi.

Liputan dan Berita  |  Jum’at, 12 Desember 2025
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Ricardo juga menyoroti kasus di Indonesia di mana 
perusahaan dengan aset miliaran dolar justru 
jatuh insolven akibat proses verifikasi utang yang 
tidak presisi.

Dengan dipandu oleh M. Lazuardi Hasibuan, S.H., 
M.H. (Kabid Magang dan Konsultasi AKPI) selaku 
moderator. Sesi diskusi berlangsung dengan 
interaktif. Peserta aktif mengajukan pertanyaan 
kepada para narasumber dan menggali 
pemahaman lebih lanjut.

Kegiatan ini semakin menguat setelah penyampaian 
keynote speech oleh Dirjen Administrasi Hukum 
Umum Kemenkumham, Dr. Widodo, S.H., M.H. 
Ia menegaskan bahwa mekanisme lembaga 
rehabilitasi sudah terwadahi dalam Undang-
Undang Kepailitan, namun maknanya lebih dari 
sekadar proses administrasi di pengadilan.

“Kepailitan tidak boleh menjadi vonis permanen 
yang membayangi pelaku usaha sepanjang 
hidupnya. Jika kewajiban sudah diselesaikan 
dan tidak ada lagi keberatan, negara selayaknya 
memberi ruang bagi debitor untuk kembali 
bergerak,” ujarnya. 

Dalam wawancara terpisah dengan tim Media 
Justitia, Dr. Widodo menyampaikan bahwa sebagai 
suatu konsep hukum, lembaga rehabilitasi harus 
dilaksanakan dengan komprehensif.

“Ini bisa menjadi salah satu alternatif ke depan, 
karena kita menginginkan pertumbuhan ekonomi 
yang lebih baik, ekosistem berusaha yang 
lebih stabil dan berkepastian hukum. Dengan 
disosialisasikannya hal ini, diharapkan kurator 

dapat memilih konsep-konsep tersebut sebagai 
alternatif agar menjamin kepastian hukum yang 
lebih berkelanjutan,” imbuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Dr. Ricardo 
menyampaikan bahwasanya kegiatan 
dilaksanakan tidak hanya untuk memberikan 
pencerahan kepada kurator, namun juga 
Pengadilan Niaga.

“Ketentuan ini (lembaga rehabilitasi) hampir belum 
pernah digunakan, pemahaman terhadap ini belum 
terbentuk, sementara di banyak negara instrumen 
ini digunakan sebagai solusi penyelesaian utang 
untuk memasukkan kekuatan baru,” ujarnya.

Kegiatan diharapkan tidak hanya memperkaya 
ilmu bagi para kurator, namun juga bisa menjadi 
masukan akademis ke Pengadilan untuk bisa 
menerapkan ketentuan Rehabilitasi sebagaimana 
tercantum dalam Undang-Undang Kepailitan 
tersebut.
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Regulator, Akademisi, dan Praktisi 
Bedah PP 28/2025 dalam Seminar 
KAHGAMA

Mediajustitia.com – Gelombang reformasi 
perizinan kembali menguat dengan terbitnya 
Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko (PBBR). Menyadari urgensi perubahan 
tersebut, Keluarga Alumni Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada (KAHGAMA) melalui 
seminar bertajuk “Reformasi Perizinan Berusaha: 
Memahami dan Mengimplementasikan Ketentuan 

PP No. 28 Tahun 2025 Menuju Sistem Perizinan 
yang Lebih Efisien, Transparan, dan Mendukung 
Pertumbuhan Usaha” menghadirkan ruang dialog 
yang mempertemukan regulator, akademisi, dan 
praktisi untuk membedah regulasi terbaru tersebut 
beserta implikasinya bagi dunia usaha.

“KAHGAMA hendak membantu rekan-rekan untuk 
mengetahui dan memahami peraturan, inovasi, 
serta terobosan apa saja yang akan diperkenalkan 
kepada masyarakat melalui PP 28/2025,” jelas 
Raden Roro Ratri Hanindyodamajanti, S.H., 
M.H., selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Sejalan 
dengan hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum UGM, 
Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., menyatakan 
rasa bangganya karena KAHGAMA mampu 
menghadirkan forum yang relevan. Beliau juga 
menyinggung isu kepastian hukum, dinamika OSS, 
hingga pentingnya memahami mekanisme fiktif 

positif yang kini melekat dalam sistem perizinan 
berusaha.

Adapun sesi pemaparan diawali dengan keynote 
speech oleh Prof. Dr. Drs. Paripurna P.Sugarda, 
S.H., M.Hum, L.L.M. (Ketua Umum KAHGAMA). Prof. 
Paripurna menegaskan bahwa seminar ini bukan 
sekadar forum berbagi, tetapi diskusi untuk 
mendorong kemajuan bersama. Ia menyoroti 
situasi pembiayaan nasional, termasuk langkah 
Bank Indonesia yang menyalurkan Rp200 triliun 
ke tiga bank BUMN untuk pembiayaan UMKM. 
Namun, ia mengingatkan bahwa penyaluran 
kredit bukan perkara sederhana. “Pinjaman, 
memiliki konsekuensi bunga, sementara pinjaman 
negara kita sudah cukup tinggi. Alternatif yang 
lebih seksi adalah penanaman modal yang tidak 
hanya menguntungkan, namun juga mendorong 
terciptanya lapangan kerja dan trasnfer of 
technology,” pungkasnya.

Prof. Parip juga menyoroti persaingan Indonesia 
dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, 
dan Singapura yang dinilai semakin agresif 
menarik investor. Menurutnya, salah satu upaya 
memperkuat daya saing investasi adalah melalui 
terbitnya PP 28/2025 untuk menghadirkan proses 
perizinan yang lebih mudah melalui OSS.

Liputan dan Berita  |  Jum’at, 19 Desember 2025
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“Kita berharap Indonesia dapat terus memperkuat 
daya saing global melalui kinerja BKPM yang 
mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan 
strategis investasi,” tutupnya.

Terlaksana pada 19 November 2025 secara luring 
di H Tower, kegiatan diikuti oleh lebih dari 100 orang 
dengan dipandu oleh Prita Miranti Suyudi, S.H., M.Kn. 
sebagai moderator.

Narasumber pertama, Dendy Apriandi, S.T. (Direktur 
Deregulasi Penanaman Modal Kementerian 
Investasi dan Hilirisasi/BKPM) menjelaskan urgensi 
hadirnya PP 28/2025.

Empat tahun implementasi PP 5/2021 menunjukkan 
adanya persoalan seperti keterlambatan 
penyelesaian permohonan dan proses yang belum 
efisien. Ia menguraikan tiga tantangan utama 
dalam reformasi perizinan:

1.	 Kepastian perizinan,
2.	 Simplifikasi proses, dan
3.	 Restrukturisasi regulasi.

Dendy juga memaparkan implementasi fiktif positif, 
yaitu penerbitan otomatis persetujuan apabila 
permohonan tidak direspons dalam batas waktu 
SLA.

“Fiktif positif memberikan kepastian. Tapi jika 

jumlahnya banyak, itu bukan prestasi, itu tanda kita 
tidak merespons dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, narasumber kedua, Dr. Riyatno, 
S.H., LL.M. (Deputi Bidang Pengembangan Iklim 
Penanaman Modal Kementerian Investasi dan 
Hilirisasi/BKPM) menyoroti bahwa isu kepastian 
hukum telah menjadi pekerjaan rumah sejak lama.
“PP ini menata ulang mekanisme Persyaratan 
Dasar, Perizinan Berusaha (PB), dan PB UMKU melalui 
OSS; memperjelas pembagian kewenangan antar 
pemerintah daerah, K/L, KEK, dan KPBPB; serta 
memperluas efisiensi melalui penerbitan PB risiko 
menengah–tinggi oleh OSS atas nama K/L”

Ia turut menyampaikan bahwa mekanisme fiktif 
positif mulai diterapkan sejak 2 Juli pada tujuh 
sektor, dan akan diperluas ke sektor kehutanan dan 
lingkungan hidup. Aparatur daerah kini diwajibkan 
untuk tidak mengabaikan permohonan perizinan.
“Ke depan, tidak ada lagi permohonan perizinan 
yang dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Ia juga menekankan komitmen BKPM untuk 
memfasilitasi pelaku usaha dalam menyelesaikan 
hambatan teknis maupun pengajuan insentif 
seperti tax allowance.

Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab yang 
sangat interaktf. Peserta antusias melemparkan 
pertanyaan kepada narasumber berdasarkan 
rasa keingintahuan atau bahkan pengalaman di 
lapangan.

Dengan terselenggaranya seminar ini, KAHGAMA 
kembali menunjukkan perannya sebagai wadah 
yang menghubungkan alumni FH UGM, dunia 
akademik, dan para pemangku kepentingan dalam 
memajukan praktik hukum dan kebijakan publik 
di Indonesia. Forum ini diharapkan memperkuat 
kontribusi alumni dalam mendorong kepastian 
hukum dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 
nasional.



Media Justitia  |  18



Media Justitia  |  19



Media Justitia  |  20



Media Justitia  |  21



Media Justitia  |  22



Media Justitia  |  23



Media Justitia  |  24

Dorong Peningkatan Kompetensi, DKPP 
Selenggarakan Pelatihan Penyusunan Risalah 
Sidang dan Draft Keputusan Bersama Justitia 

IN HOUSE TRAINING 01 November 2025
NOVEMBER

Mediajustitia.com – Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP) melaksanakan 
Pelatihan Verifikasi dan Penyusunan Kajian 
Administrasi/Materiel serta Penyusunan Risalah 
Sidang dan Draf Keputusan/Ketetapan Dugaan 
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu 
bekerjasama dengan Justitia Trainig Center. 
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari 
tersebut diikuti oleh 25 orang peserta yang berasal 
dari berbagai jabatan, diantaranya : Penata Teknis 
Kebijakan, Penata Layanan Operasional, Pengawas 
Penyelenggara Pemilu Analis Hukum, juga Staf 
Sekretariat. (Jakarta, 01 November 2025,)

Dalam sesi pembukaan, Lingga Nugraha, S.H., M.H. 
(Direktur Legal and Compliance Justitia Training 
Center) meewakili Presiden Direktur Justitia 

Training Center, menyampaikan bahwa peran 
DKPP dalam menjaga marwah dan kehormatan 
penyelenggara Pemilu merupakan bagian yang 
sangat krusial dalam mewujudkan Pemilu yang 
berintegritas, transparan, dan berkeadilan. Dalam 
konteks tersebut, kemampuan dalam melakukan 
verifikasi, menyusun kajian administrasi dan 
materiel, serta menyiapkan risalah sidang dan 
draf keputusan menjadi kompetensi strategis yang 
harus dimiliki oleh setiap insan di lingkungan DKPP 
maupun lembaga penyelenggara Pemilu.

“Dengan senang hati kami hadir mewadahi 
kebutuhan DKPP, meskipun pelaksanaannya dalam 
waktu singkat, pelatihan telah kami rancang secara 
komprehensif Bapak/Ibu, dengan menghadirkan 
narasumber-narasumber yang sangat luar 
biasa. Kami berharap peserta dapat memperkuat 
pemahaman konseptual hingga praktis melalui 

sesi simulasi yang akan dilakukan pada hari kedua 
nanti” ujar Lingga Nugraha dalam sambutannya.
Di temui dalam kesempatan yang sama, Dr. 

Dewa Kade Wiarja Raka Sandi, S.H., M.Si. selaku 
Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) menyampaikan bahwa kegiatan 
Pelatihan ini adalah salah salah satu program 
kerja DKPP dalam meningkatkan kualitas internal 
DKPP. Ia menilai bahwa kegiatan ini sangat penting 
dilaksanakan, mengingat upgrading kompetensi 
dan keterampilan harus dan perlu terus di asah. 
“Dengan adanya kegitan ini, tentu saya berharap 
putusan DKPP sebagai mahkota daripada tugas 
dan kewajiban kami akan semakin berkualitas. Baik 
dari aspek pertimbangan, argumentasi, teknis dan 
tata cara putusannya” Ujar Dr. Dewa Kade Wiarja 
Raka Sandi, S.H., M.Si.

“Dalam kesempatan ini, kami juga sampaikan 
ungkapan terimakasih kepada Justitia Training 
Center yang telah membantu pelaksanaan 
kegiatan. Semoga memberikan manfaat 
penegakkan integritas dan profesionalitas DKPP” 
pungkasnya.

Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
Brigjen Pol. Dr. Leonardus H. Simarmata P. S.Sos, 
S.IK, M.H., M.Han.
Pan Mohamad Faiz, S.H., MCL., Ph.D.
Abhan, S.H., M.H.
Sandy Yudha Pratama Hulu, S.H.

Adapun para Narasumber yang ditugaskan untuk 
berbagi pengalaman dan pemahamannya dalam 
pelatihan tsb, adalah :
1.
2.

3.
4.
5.
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Kementerian PKP Tingkatkan Kompetensi 
Aparat Pengawas Melalui Pelatihan dan 
Sertifikasi Investigator

IN HOUSE TRAINING 02 Desember 2025
DESEMBER

Mediajustitia.com – JKementerian Perumahan 
dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia 
(PKP) bekerja sama dengan Justitia Training Center 
resmi menggelar In House Training dan Sertifikasi 
Investigator pada 2 s.d. 5 Desember 2025. Kegiatan 
yang diikuti oleh 15 peserta ini menjadi bagian dari 
upaya penguatan kapasitas aparat pengawasan 
internal di lingkungan Kementerian PKP.

Acara dibuka dengan sambutan Sekretaris 
Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, Dian Fris 
Nalle, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya 
peningkatan kualitas sumber daya manusia 
dalam fungsi investigasi. Ia menyampaikan 
bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis 
dalam memperkuat fungsi pengawasan internal 
pemerintah.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya 
strategis Inspektorat Jenderal untuk memperkuat 
kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah, 
khususnya dalam penanganan isu-isu yang 
memerlukan penelusuran fakta secara cermat, 
sistematis, dan profesional,” ujarnya. 

Dian Fris Nalle menjelaskan bahwa meningkatnya 
kompleksitas program pemukiman menuntut 
hadirnya investigator yang memiliki ketajaman 
analitis, disiplin metodologis, serta integritas 
yang tidak mudah goyah. “Melalui pelatihan ini, 
para peserta diharapkan mampu menjalankan 
proses investigasi secara profesional, objektif, dan 
akuntabel, menjaga setiap langkah tetap berada 
pada koridor peraturan perundang-undangan,” 
lanjutnya. 

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Direktur 
Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, Dr.(c) 

Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H. Ia menggarisbawahi 
bahwa meski para peserta telah mengenal tugas 
investigasi, penyempurnaan metodologi dan 
standar kompetensi tetap diperlukan. Melalui 
pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh 
pemahaman komprehensif tentang konsep, teknik, 
dan tahapan investigasi modern yang tidak hanya 
fokus pada penanganan pelanggaran, tetapi juga 
pencegahan, deteksi dini, dan penguatan sistem 
pengendalian internal.

Pelatihan turut dibekali dengan uji sertifikasi yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi 
(LSP) Justitia, yang telah terlisensi oleh Badan 
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam proses 
sertifikasi tersebut, peserta dinilai berdasarkan 
tiga dimensi kompetensi yaitu skill, knowledge, dan 
attitude.  “Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas, 
tetapi pengakuan resmi bahwa Bapak/Ibu telah 
memenuhi standar kompetensi investigator yang 
berlaku secara nasional, bahkan diakui secara 
internasional di kawasan Asia Pasifik,” ujar Dhea.

Ia meyakini bahwa peningkatan kapasitas 
investigator Kementerian PKP akan berdampak 
signifikan terhadap penguatan pengawasan 
internal, penanganan isu hukum, serta mitigasi 
risiko dalam pelaksanaan program. “Hal ini 
pada akhirnya akan mendukung misi besar 
Kementerian PKP dalam menyediakan hunian 
yang layak, aman, tertib, serta berkelanjutan 
bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya. Dengan 
terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi ini, 
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk 
terus meningkatkan kualitas SDM dalam rangka 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
profesional dan berintegritas.

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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Justitia Training Center dan Airlangga Center 
Perkuat Kapasitas Dosen FH FISIP UINSA 
melalui In House Training Legislative Drafter

IN HOUSE TRAINING 17 November 2025
NOVEMBER

Mediajustitia.com – Justitia Training Center 
kembali menunjukkan komitmennya dalam 
peningkatan kompetensi hukum di Indonesia 
melalui penyelenggaraan In House Training 
Pelatihan dan Sertifikasi Legislative Drafter. Kali ini, 
pelatihan diselenggarakan bekerja sama dengan 
Airlangga Center serta Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
(FISIP UINSA) Surabaya. Kegiatan berlangsung 
secara daring pada 17 s.d. 21 November 2025 dan 
diikuti oleh para dosen, guru besar, serta profesor 
dari Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 
Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Program ini dirancang untuk membekali peserta 
dengan pemahaman mendalam terkait teknik 
perancangan peraturan perundang-undangan 
yang efektif, sistematis, dan sesuai kaidah 
hukum nasional. Selain materi teori, peserta juga 
mendapatkan latihan praktik serta mengikuti uji 
sertifikasi profesi oleh LSP Hukum Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia 
Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., 
M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., 
mengungkapkan apresiasi mendalam atas 
keberlanjutan kolaborasi strategis antara Justitia, 
Airlangga Center, dan FISIP UINSA.

Ia juga menekankan bahwa kebutuhan akan 
kompetensi perancang peraturan perundang-
undangan semakin meningkat di berbagai instansi, 
baik pemerintahan maupun swasta.

“Seorang legislative drafter harus mampu 
memindahkan kebijakan dalam arti luas ke dalam 
bentuk normatif yang disusun tepat, terukur, dan 
memenuhi asas-asas pembentukan peraturan 
yang baik. Tidak hanya memahami hukum, tetapi 
juga memiliki keterampilan teknis yang memadai,” 

jelasnya.

Andriansyah menambahkan bahwa Justitia terus 
berupaya menghadirkan pelatihan berbasis 
standar kompetensi nasional dan profesional.

Dekan FISIP UINSA Surabaya, Prof. Dr. Abdul 
Chalik, M.Ag., mengawali sambutannya dengan 
menggarisbawahi makna penting sertifikasi dalam 
dunia akademik dan profesional. Ia menyampaikan 
analogi menarik mengenai legalitas kompetensi.

“Di dalam sistem hukum kita, sebuah hubungan 
tidak dianggap sah bila tidak memiliki dokumen 
resmi. Demikian juga dengan kompetensi. Meskipun 
banyak di antara kita telah ‘menikah’ dalam artian 
mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan 
naskah akademik dan regulasi, tanpa sertifikat BNSP 
kita belum memiliki ‘surat nikah’ yang membuat 
posisi kita benar-benar legal dan diakui,” ujarnya.
Prof. Chalik menegaskan bahwa banyak dosen FISIP 
UINSA telah berkali-kali terlibat dalam penyusunan 
peraturan daerah dan berbagai kegiatan legislasi, 
namun belum mendapatkan legitimasi formal 
berupa sertifikasi nasional.

“Banyak dari rekan-rekan sudah punya 
pengalaman, bahkan cukup panjang. Namun 
pengalaman saja belum cukup jika tidak dibarengi 
dengan penguatan kapasitas yang terstruktur dan 
diakui. Pelatihan lima hari ini adalah kesempatan 
untuk meningkatkan keahlian sekaligus 
memperoleh legitimasi profesional,” lanjutnya.

Ia lalu berharap seluruh peserta mengikuti 
pelatihan secara penuh, tanpa kendala, meskipun 
para dosen memiliki kesibukan akademik.



Media Justitia  |  27
Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

Direktur Airlangga Center, Dian Purnama 
Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M., dalam sambutannya 
mengungkapkan bahwa kerja sama antara 
ALC dan Justitia telah menghasilkan banyak 
program pengembangan kompetensi hukum 
yang berkualitas, tidak hanya di bidang legislative 
drafting, tetapi juga kontrak, korporasi, perpajakan, 
perbankan, hingga asuransi.

“Pelatihan ini bukanlah yang pertama. Justitia dan 
ALC telah berkolaborasi dalam berbagai skema 
sertifikasi berbasis kompetensi. LSP Justitia juga 
telah dipercaya banyak institusi besar seperti 
Kejaksaan dan instansi pemerintah lainnya, 
sehingga kualitas penyelenggaraan tidak perlu 
diragukan,” ungkapnya.

Dian juga menekankan relevansi kompetensi 
drafting bagi para dosen.

“Saat ini dosen tidak hanya dituntut mengajar, 
meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Kita 
juga harus memperkuat kapasitas profesional 
agar mampu memberikan kontribusi praktis, 
salah satunya melalui kemampuan merancang 
peraturan secara sistematis dan berbasis 
metodologi yang benar,” terangnya.
Pelatihan ini menghadirkan sederet ahli dan praktisi 
hukum terkemuka, di antaranya:

•	 Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D.
•	 Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M.
•	 Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
•	 Assoc. Prof. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.
•	 Dr. Afdhal Mahatta, S.H., M.H.

•	 Dr. Ricca Anggraeni, S.H., M.H.
•	 Dr. Hendra Kurnia Putra, S.H., M.H.
•	 Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H.
•	 Dr. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., MBA.
•	 K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.
•	 Efraim Jordi Kastanya, S.H., M.H.
•	 Tongam Renikson Silaban, S.H., M.H.
•	 Sony Maulana Sikumbang, S.H., M.H.

Materi yang diberikan meliputi aspek filosofis, teori 
hukum pembentukan peraturan, teknik perumusan 
norma, hingga simulated drafting melalui kerja 
kelompok. Di akhir pelatihan, peserta mengikuti uji 
sertifikasi profesi yang dilaksanakan oleh LSP Hukum 
Indonesia—satu-satunya lembaga pemegang 
lisensi BNSP untuk skema Sertifikasi Perancang 
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 
Uji kompetensi ini meliputi penyusunan naskah, 
analisis regulasi, dan wawancara profesional.

Penyelenggaraan In House Training ini menjadi bukti 
nyata keseriusan Justitia Training Center dan mitra 
akademiknya dalam mendukung peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia di bidang 
legislasi. Keterlibatan para dosen dari Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. juga 
menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi 
dalam memperkuat kualitas regulasi di Indonesia.
Dengan pelatihan dan sertifikasi berbasis 
kompetensi, diharapkan para peserta dapat 
berkontribusi secara nyata dalam proses 
pembentukan peraturan perundang-undangan, 
baik di tingkat daerah maupun nasional.
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FH UNRI Dorong Penguatan SDM Akademik 
Melalui Pelatihan Auditor Hukum Berkelanjutan

IN HOUSE TRAINING 21 November 2025
NOVEMBER

Mediajustitia.com – Justitia Training Center bersama 
dengan Fakultas Hukum Universitas Riau melaksanakan 
Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Hukum terhadap 33 
orang peserta yang dilaksanakan secara tatap muka di 
Riau pada tanggal 21 s.d. 23 November 2025, berlokasi di 
Labersa Hotal, Riau.

Hal ini merupakan salah satu upaya meningkatkan 
kepatuhan dalam pelaksanaan hukum adalah 
dengan melakukan Pembinaan Hukum Nasional yang 
berkesinambungan, guna meningkatkan kesadaran 
dan kepatuhan hukum. Dalam hal ini, audit hukum 
merupakan salah satu upaya pembinaan hukum 
nasional tersebut, serta sangat relevan bagi lingkungan 
akademis, khususnya dalam riset, pendampingan 
hukum, klinik hukum, dan kerja sama perguruan tinggi 
dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai lembaga pelatihan hukum berkelanjutan, 
Justitia Training Center berupaya mendorong penguatan 
kompetensi hukum yang relevan dengan perkembangan 
zaman. Perguruan tinggi berperan strategis dalam 
melahirkan para praktisi, peneliti, dan pemikir hukum 
yang mampu merespons kebutuhan masyarakat. Karena 
itu, penguatan kompetensi audit hukum di lingkungan 
kampus menjadi langkah penting untuk menghasilkan 
lulusan dan praktisi akademik yang tidak hanya unggul 
dalam teori, tetapi juga mampu membaca risiko hukum 
secara lebih terukur.

Dalam pembukaan Pelatihan dan Sertifikasi Auditor 
Hukum. Dr. hayatul Ismi, S.H., M.H. selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Riau menyampaikan 
dalam sambutannya bahwa kegiata Pelatihan Auditor 
Hukum yang dilaksanakan hari ini oleh Fakultas Hukum 
Universitas Riau diikuti hamper oleh 80% jajaran dosen 
dan pimpinan pada Fakultas Hukum Universitas Riau. 
“Saya tentu berharap seluruh peserta dapat mengikuti 
kegiatan ini dengan baik, sebab pelatihan ini merupakan 
salah satu bentuk investasi Fakultas dan Universitas 
bukan hanya untuk menjaga tapi juga meningkatkan 
kualitas SDM di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 
Riau”.

Merespon hal tsb, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., 
CCD., CMLC., CTLC., CMed., CLi., ACIArb selaku Presiden 
Direktur Justitia Training Center menyampaikan bahwa 
Justitia Training Center telah merancang Pelatihan ini 
sedemikian rupa guna memberikan wawasan yang 

mendalam dan pemahaman yang komprehensif 
mengenai audit hukum, mulai dari materi yang bersifat 
teoritis hingga turut melakukan simulasi secara 
berkelompok.  Dengan menggabungkan pembekalan 
materi yang bersifat teoritis dan praktis, harapannya, akan 
tercetak para auditor hukum kompeten yang profesional 
dan mampu untuk menghadapi permasalahan yang 
ada di masyarakat. “Sebagai lembaga pelatihan 
hukum berkelanjutan, Justitia Training Center berupaya 
mendorong penguatan kompetensi hukum yang relevan 
dengan perkembangan zaman. Perguruan tinggi 
berperan strategis dalam melahirkan para praktisi, 
peneliti, dan pemikir hukum yang mampu merespons 
kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan 
kompetensi audit hukum di lingkungan kampus menjadi 
langkah penting untuk menghasilkan lulusan dan praktisi 
akademik yang tidak hanya unggul dalam teori, tetapi 
juga mampu membaca risiko hukum secara lebih 
terukur.” Pungkasnya. 

“Ada 3 hal yang sangat penting untuk dipahami sebagai 
dasar pelaksanaan kegiatan ini, pertama terkait dengan 
perubahan organisasai dan tata Kelola Universitas 
Riau, dimana satu dari banyak unit yang dibentuk oleh 
Universitas, adalah LSP, nah oleh karena itu, kebutuhan 
terkait sertifikasi menjadi keniscayaan, bagi akademisi, 
kita tidak hanya cukup dengan ijazah, tapi juga bukti atas 
pengakuan kompetensi dan sertifikasi kita. Kemudian 
yang kedua, bahwa pemahaman para praktisi, 
kemampuan sesorang tidak hanya cukup dengan 
ijazah. Dengan ada kebijakan negara untuk melakukan 
sertifikasi bagi hamper semua profesi yang ada, maka 
bagi kita yang notabene nya seorang dosen, hal ini 
menjadi kewajiban. Dan yang ketiga, bahwa sertiifkasi 
ini telah sejalan dengan arah kebijakan kementerian, 
bagaimana ilmu pengetahuan harus memberikan 
impact nyata kepada masyarakat” pungkas Dr. Maxsasai 
Indra, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor I dalam kesempatan 
yang sama.

Adapun setelah melalui kegiatan Pelatihan, seluruh 
peserta juga akan melaksanakan uji sertifikasi pada 
skema Auditor Hukum melalui LSP Hukum Indonesia yang 
telah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
		

Hikmahanto Juwana, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
Lingga Nugraha, S.H., M.H.
Ojak Situmeang, S.H., M.H.

Dalam Pelatihan yang dikemas khusus bagi Fakultas 
Hukum Universitas Riau, Andriansyah telah menugaskan 
para narasumber yang merupakan pakar dan praktisi 
1.
2.
3.
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Data Pribadi sebagai “Mata Uang Baru”, OJK 
Perkuat Kompetensi Data Protection Officer

IN HOUSE TRAINING 26 November 2025
NOVEMBER

Mediajustitia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
perkuat kompetensi internal dalam bidang tata 
kelola data pribadi melalui Pelatihan dan Sertifikasi 
Pejabat/Pengelola Pelindungan Data Pribadi yang 
diselenggarakan pada 26–28 November 2025 dan 
1 Desember 2025. 

Kegiatan ini diikuti oleh para pegawai OJK dari 
berbagai direktorat di Westin Hotel Jakarta, dengan 
dukungan penuh dari Justitia Training Center 
sebagai mitra penyelenggaraز Pembukaan kegiatan 
diawali dengan sambutan dari Presiden Direktur 
Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman K. 
Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi 
atas kepercayaan OJK yang secara konsisten 
menggandeng Justitia dalam program-program 
peningkatan kompetensi. 

“Merupakan suatu kebanggaan bagi Justitia 
Training Center dapat kembali dipercaya 
mendukung penguatan kompetensi SDM di 
lingkungan OJK. Pelindungan data pribadi bukan 
lagi opsi tambahan, tetapi sudah menjadi kewajiban 
inti dalam tata kelola sektor jasa keuangan, sesuai 
mandat regulasi yang berlaku,” lanjutnya.

Ia juga menegaskan pentingnya peran pejabat 
pelindungan data pribadi dalam membangun 
sistem pengelolaan data yang aman, akuntabel, 
dan selaras dengan prinsip pelindungan 
konsumen. Andriansyah menggarisbawahi Pasal 
19 POJK 22/2023 yang menegaskan bahwa PUJK 
wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data 
dan/atau informasi Konsumen, serta menjalankan 
kewajiban tersebut dengan menerapkan prinsip 

dasar pemrosesan pelindungan data pribadi 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. “Ketentuan ini menunjukkan bahwa 
pelindungan data pribadi bukan lagi opsi 
tambahan, tetapi merupakan kewajiban inti 
dalam tata kelola sektor jasa keuangan. Dalam 
konteks tersebut, peran Pejabat atau Pengelola 
Pelindungan Data Pribadi menjadi kunci dalam 
memastikan tata kelola data berjalan secara 
aman, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip 
perlindungan konsumen.” tegasnya. Hal serupa 
disampaikan oleh Firman Yudiansyah (Kepala 
Direktorat Pengembangan Kompetensi SDM OJK 
RI) dalam sambutan dan pembukaan kegiatan. 
Firman menegaskan pentingnya kompetensi 
pelindungan data pribadi di tengah meningkatnya 
integrasi teknologi informasi dan risiko kebocoran 
data.

“Kita hidup di era di mana data pribadi telah 
menjadi aset paling strategis, terutama di sektor 
jasa keuangan yang mengelola informasi sensitif. 
OJK tidak hanya berkewajiban menerapkan 
tata kelola data pribadi yang baik, tetapi juga 
memastikan seluruh pelaku usaha jasa keuangan 
patuh pada regulasi, termasuk Undang-Undang 
Nomor 27 Tahun 2022,” tambahnya. Firman juga 
menyampaikan bahwa pelatihan selama tiga 
hari dan uji sertifikasi satu hari ini dirancang untuk 
memastikan seluruh peserta memahami aspek 
hukum, penyelesaian sengketa, hingga penerapan 
teknis seperti penyusunan ROPA dan DPIA.

Selama empat hari, peserta akan mendapatkan 
materi dari para narasumber berpengalaman, 
di antaranya Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., 
Ph.D.; Prof. Dr. Sinta Dewi, S.H., LL.M.; Dr. Henny 
Marlyna, S.H., M.H., M.L.I.; Eryk Budi Pratama, M.Kom., 
CIPM., CIPP/E., FIP.; Harzy Randhani Irdham, S.H., LL.M., 
CIPP/E, CIPM, CIPT, FIP.; Melia Prabangasta Yustisia, 
S.H., M.H.; Tuaman Manurung, S.H., M.H. Kegiatan ini 
akan berlanjut dengan proses uji sertifikasi melalui 
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Justisia yang telah 
berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dengan 
harapan seluruh peserta dapat direkomendasikan 
kompeten.

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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Mediajustitia.com – Direktorat Pembangunan Hukum, 
HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kementerian PPN/
Bappenas, bekerja sama dengan Justitia Training Center, 
menyelenggarakan Pelatihan Strategic and Evidence-
Based Policy Planning dalam Konteks Perencanaan 
Pembangunan Hukum sebagai upaya meningkatkan 
kapasitas perencana dalam proses perumusan kebijakan 
publik yang lebih sistematis, terukur, dan berbasis bukti.
Kegiatan diawali oleh sambutan oleh Andriansyah 
Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., 
CLi., ACIArb. (Presiden Direktur Justitia Training Center) 
yang menyampaikan apresiasi kepada Bappenas atas 
kepercayaan yang diberikan. Dalam sambutannya, 
Andriansyah menegaskan komitmennya sebagai 
lembaga pendidikan hukum berkelanjutan untuk 
menyediakan pembelajaran yang relevan dan aplikatif 
bagi para perencana pembangunan.

“Penugasan di Direktorat Pembangunan Hukum tidak 
hanya menuntut penguasaan aspek hukum normatif, 
tetapi juga kemampuan merencanakan, menganalisis, 
dan merumuskan kebijakan publik secara menyeluruh, 
termasuk pemahaman planning dan budgeting yang 
menjadi fondasi perencanaan nasional,” ujar perwakilan 
Justitia.

Andrianyah turut menyoroti pentingnya pendekatan 
strategic and evidence-based policy planning, terlebih 
di tengah dorongan perbaikan reformasi regulasi di 
Indonesia. Kebijakan publik dituntut tidak hanya tepat 
dari sisi substansi hukum, tetapi juga berdasarkan bukti, 
analisis manfaat-biaya, serta berorientasi pada hasil 
pembangunan jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Hendra Wahanu 
Prabandani, S.H., LL.M, selaku Direktur Pembangunan 
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, 
Bappenas, menyampaikan ungkapan apresiasi kepada 
Justitia Training Center yang telah menyiapkan seluruh 

rangkaian kegiatan dengan baik, serta kepada AIPJ yang 
ikut memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan.

“Tadinya kami merencanakan kegiatan sertifikasi, namun 
karena beberapa pertimbangan, format pelatihan 
menjadi opsi yang paling tepat saat ini. Paling tidak, kita 
tetap bisa menabung kompetensi sekaligus bobot Jam 
Pelatihan (JP) melalui pelatihan yang diselenggarakan 
Justitia,” ujar perwakilan Bappenas.

Bappenas juga menekankan bahwa meskipun desain 
awal materi ditujukan untuk lingkup hukum, HAM, 
imigrasi, dan pemasyarakatan, substansinya tetap 
relevan secara luas karena menyentuh aspek penting 
dalam policy making, khususnya evidence-based policy.
Pelatihan diselenggarakan pada 1 s.d. 2 Desember 2025 
secara luring di Aloft Hotel, Jakarta, dengan diikuti oleh 40 
peserta yang tidak hanya berasal dari direktorat hukum, 
namun juga direktorat pertahanan dan keamanan, biro 
hukum, biro perencanaan, organisasi, dan tata laksana, 
direktorat ideologi, kebangsaan, politik, dan demokrasi, 
direktorat hubungan luar negeri, serta dewan perwakilan 
daerah.

Melalui pelatihan ini, diharapkan kemampuan teknis 
dan analitis para perencana di Direktorat Pembangunan 
Hukum semakin kuat dalam merumuskan kebijakan 
berbasis bukti, memahami penyusunan roadmap masa 
depan, serta memanfaatkan berbagai policy toolbox 
yang dibutuhkan dalam proses perancangan kebijakan.

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.
Ir. Onno Widodo Purbo, M.Eng., Ph.D.
Dr. Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M., Ph.D.
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A. 

Selama 2 (dua) hari kegiatan, para peserta akan 
mendapatkan pemaparan materi dari para narasumber 
yang ahli di bidangnya, antara lain:
1.
2.
3.
4

Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, 
Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian PPN/
Bappenas Fokuskan Penguatan Evidence-Based 
Policy untuk Pembangunan Hukum Nasional

IN HOUSE TRAINING 02 Desember 2025
DESEMBER
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Pertamina Retail Perkuat Fungsi Pengawasan 
Melalaui Pelatihan dan Sertifikasi Auditor 

IN HOUSE TRAINING 16 Desember 2025
DESEMBER

Mediajustitia.com –Justitia Training Center 
dipercaya menjadi mitra dalam penyelenggaraan 
In House Training Pelatihan dan Sertifikasi Auditor 
Hukum yang bekerja sama dengan PT Pertamina 
Retail (Persero). Kegiatan ini dilaksanakan pada 
16–17 Desember 2025 dan bertempat di Kantor 
Justitia Training Center, Jakarta Pusat, dengan 
diikuti oleh dewan komisaris PT Pertamina Retail 
(Persero). Pelatihan ini diselenggarakan sebagai 
bagian dari upaya penguatan kapasitas dan 
kompetensi aparatur pengawasan perusahaan, 
khususnya dalam menjalankan fungsi audit 
hukum yang strategis dan berorientasi pada tata 
kelola perusahaan yang baik (good corporate 
governance).

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia 
Training Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., 
M.H., CCD., CTLC., CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., 
menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas 
kepercayaan yang diberikan oleh Dewan Komisaris 
PT Pertamina Retail kepada Justitia Training Center 
dan Hukumonline sebagai mitra penyelenggara.
“Kepercayaan ini merupakan suatu kehormatan 
bagi kami, sekaligus menjadi komitmen untuk 
menghadirkan program penguatan kapasitas 
hukum yang relevan dengan kebutuhan 
pengawasan dan tata kelola di tingkat strategis,” 
ujarnya.

Andriansyah menegaskan bahwa Dewan Komisaris 
memiliki peran sentral dalam memastikan setiap 
kebijakan dan keputusan Direksi berjalan sesuai 
prinsip kepatuhan hukum, manajemen risiko, 
serta tata kelola perusahaan yang baik. Dalam 
konteks tersebut, pemahaman yang komprehensif 
mengenai audit hukum menjadi instrumen penting 
dalam menjalankan fungsi pengawasan secara 
efektif dan akuntabel.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peran auditor 
hukum tidak semata-mata sebagai pemeriksa 
kepatuhan dokumen, melainkan juga sebagai early 
warning system bagi perusahaan. Auditor hukum 

berperan mengidentifikasi potensi risiko hukum 
sejak dini, memastikan keselarasan kebijakan 
korporasi dengan regulasi yang berlaku, serta 
memberikan dasar pertimbangan hukum yang 
kuat dalam pengambilan keputusan manajerial 
dan pengawasan.

“Di tengah dinamika bisnis PT Pertamina Retail yang 
bergerak di sektor strategis dan bersinggungan 
langsung dengan kepentingan publik, aspek 
hukum dalam perjanjian bisnis, kontrak kerja 
sama, pengadaan barang dan jasa, hingga 
kepatuhan terhadap regulasi sektoral memerlukan 
pengawasan yang presisi dan berorientasi pada 
keberlanjutan perusahaan,” jelasnya.

Andriansyah juga menekankan pentingnya 
sertifikasi profesi sebagai bentuk pengakuan formal 
atas kompetensi auditor hukum. Menurutnya, 
kredibilitas dan akuntabilitas pengawasan saat 
ini tidak hanya ditentukan oleh pengalaman 
dan integritas, tetapi juga oleh kompetensi yang 
terstandarisasi dan terukur.

“Oleh karena itu, selama pelatihan ini, peserta tidak 
hanya menerima pembekalan materi, tetapi juga 
mengikuti simulasi serta uji sertifikasi Auditor Hukum 
melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Hukum 
Indonesia yang telah terlisensi oleh Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP), dengan penilaian yang 
mencakup aspek skill, knowledge, dan attitude,” 
tambahnya.

Selain penyampaian materi, para peserta juga 
mengikuti sesi simulasi kasus secara berkelompok 
serta uji sertifikasi profesi. Justitia Training Center 
bersama LSP Hukum Indonesia tercatat sebagai 
lembaga yang memegang lisensi BNSP untuk 
skema sertifikasi tertentu di bidang hukum. 
Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber 
yang merupakan pakar di bidang hukum dan audit 
hukum, antara lain Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M., 
Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., 
CTLC., C.Med., CLi., ACIArb., serta Ojak Situmeang, 
S.H., M.H., CLA.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta 
dapat memperkuat peran pengawasan yang 
independen, profesional, dan berorientasi pada 
perlindungan kepentingan perusahaan serta para 
pemangku kepentingan. Pelatihan dan sertifikasi 
Auditor Hukum ini juga diharapkan menjadi langkah 
strategis dalam mendukung penguatan tata kelola 
PT Pertamina (Persero) secara berkelanjutan.

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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KORPRI Laksanakan Pelatihan Nasional Auditor 
Hukum dan Mediator untuk ASN Pemerintah 
Pusat dan Daerah

IN HOUSE TRAINING 08 Desember 2025
DESEMBER

Mediajustitia.com – Jakarta, 08 Desember 2025, Justitia 
Training Center selenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi 
Auditor Hukum dan Mediator bagi Dewan Pengurus 
KORPRI Nasional. Adapun kegiatan ini terselenggara atas 
Kerjasama antara Dewan Pengurus KORPRI Nasional dan 
Justitia Training Center melalui Perjanjian Kerjasama 
yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu.

Dalam laporannya, Dr. Maharani Sofiaty, S.H., M.Hum. 
selaku Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Dewan 
Pengurus KORPRI Nasional menyampaikan bahwa dalam 
kegiatan yang akan diselenggarakan selama 5 hari pada 
8 s.d. 12 Desember 2025, Dewan Pengurus KORPRI Nasional 
menerima pendaftaran dari 26 peserta dalam Pelatihan 
dan Sertifikasi Auditor Hukum, serta 28 peserta dalam 
Pelatihan dan Sertifikasi Mediator, dimana para peserta 
adalah para ASN lintas sektor, dari instansi pemerintah 
pusat, daerah, kementerian, dan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Dr. Zudan Arif 
Fakhrulloh, S.H., M.M. selaku Ketua Umum Dewan 
Pengurus KORPRI Nasional menyampaikan betapa 
pentingnya kegiatan ini untuk dapat diselenggarakan. Ia 
berpendapat bahwa, sumber daya ASN di bidang hukum 
sangat dibutuhkan. Kedepan, problem di bidang hukum 
akan semakin mengemuka dan membutuhkan solusi 
yang efektif. Mulai dari pencegahan, penindakan, sampai 
dengan pemberian sanksi. “Atas dasar tersebutlah 
dibutuhkan SDM Hukum yang unggul, serta support 

system yang baik dari SDM yang memiliki kemampuan 
yang kompeten keahlian lintas sketor dan multi disiplin” 
ujarnya.

“Auditor Hukum dan Mediator akan menjadi modal 
penting untuk KORPRI untuk mencegah agar persoalan 
hukum tidak menjadi besar, dan agar masalah yang ada 
bisa berkurang, sampai ke level yang paling minimal” 
tambah Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.M. Ditemui 
dalam kesempatan yang sama, Andriansyah Tiawarman 
K, S.H., M.H. selaku Presiden Direktur Justitia Training Center 

menyambut baik antusias dan sangat meng-apresiasi 
KORPRI atas hal tersebut. “Pada kedua kegiatan ini kami 
menghadirkan narasumber yang merupakan para 
praktisi dan akademisi  yang kompeten di bidangnya. 
Dengan menghadirkan kedua narasumber tersebut 
kami berharap ada sinergitas antara teori yang peserta 
jadikan acuan dengan praktik yang dilakukan”. Ia juga 
menyampaikan bahwa Setiap pelatihan juga dirancang 
dengan pendekatan aplikatif melalui berbagai sesi praktik 
dan simulasi. Pada kelas Auditor Hukum, peserta akan 
berlatih menyusun kertas kerja audit serta laporan hasil 
audit sesuai dengan standar kompetensi. Sementara itu, 
pada kelas Mediator, peserta akan mempelajari teknik-
teknik mediasi secara mendalam, termasuk pelaksanaan 
simulasi mediasi secara menyeluruh.

Pada penghujung kegiatan seluruh peserta akan 
mengikuti uji sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi 
Justitia dan Hukum Indonesia, yang telah terlisensi oleh 
BNSP. Khusus bagi peserta kelas Mediator, Bapak/Ibu 
juga akan memperoleh dual certification dari Mahkamah 
Agung dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. selaku Dewan Penasihat 
Justitia Training Center yang ikut membersamai kegiatan 
pembukaan turut menyampaikan harapan kepada 
seluruh peserta, agar kiranya para peserta bersemangat 
dan berpartisipasi aktif selama seluruh rangkaian 
kegiatan Pelatihan. “Semoga program ini memberikan 
manfaat optimal dan berkontribusi pada peningkatan 
kapasitas, profesionalitas, dan kredibilitas Bapak/Ibu di 
instansi masing-masing.” Pungkasnya.
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Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dorong 
Profesionalisme Mediator melalui Dual 
Certification-Training

IN HOUSE TRAINING 15 Desember 2025
DESEMBER

Mediajustitia.com – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 
Bekerja Sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk. dan Justitia Training Center menyelenggarakan In 
House Training Pelatihan dan Sertifikasi Mediator. Diikuti 
oleh 52 peserta, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, 
secara daring melalui Zoom Meeting dan secara luring di 
Aula Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 15 s.d. 18 
serta 22 s.d. 29 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Justitia Training 
Center, Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., 
CMLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb., menyampaikan apresiasi 
atas kepercayaan yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi 
Jawa Timur dan PT Bank Negara Indonesia kepada 
Justitia Training Center.  “Merupakan suatu kehormatan 
dan kebanggaan bagi kami untuk dapat dipercaya 
menjadi mitra dalam penguatan kompetensi Bapak dan 
Ibu sekalian melalui pelatihan dan sertifikasi mediator 
ini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya dirancang 
sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai 
upaya standarisasi dan pengakuan formal negara atas 
kompetensi mediator.  “Program ini terintegrasi dengan 
uji sertifikasi yang terakreditasi Mahkamah Agung dan 
terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga 
memberikan legitimasi formal atas kompetensi mediasi 
yang dimiliki peserta,” jelasnya. Lebih lanjut, Andriansyah 
menyoroti Kejaksaan RI yang tengah menunjukan 
komitmen dalam mengimplementasikan kebijakan 
Restorative Justice. Dalam konteks ini, keterampilan 

mediasi menjadi kompetensi strategis yang semakin 
relevan agar pelaksanaan keadilan restoratif dapat 
berjalan secara profesional, terukur dan sesuai dengan 
prinsip kepastian hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Jawa Timur, Agus Sahat ST Lumban Gaol, S.H., M.H., dalam 
sambutannya menekankan pentingnya mediasi sebagai 
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.  
“Sengketa perdata dapat terjadi kapan saja, dan pada 
dasarnya dapat diselesaikan melalui pendekatan non-
litigasi. Mediasi menjadi pilihan yang efektif sekaligus 
dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan,” 
ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa salah satu keunggulan mediasi 
adalah sifatnya yang tertutup dan menjaga privasi para 
pihak, serta mampu memperbaiki hubungan karena 
pendekatannya bersifat musyawarah. 

“Disamping itu, proses ini akan mengurangi 
penumpukan perkara perdata di Pengadilan. Hal ini lah 
yang menyebabkan kebutuhan akan mediator yang 
profesional dan tersertifikasi menjadi hal yang tidak 
dapat ditawar lagi,” tegasnya. Hal ini sejalan dengan 
kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait 
akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator 
bagi mediator non-hakim.

Agus Sahat juga menyampaikan bahwa ke depan 
Kejaksaan akan mengembangkan lembaga mediasi 
khusus (mediation chamber) di bawah koordinasi Jaksa 
Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Mediator ini dirancang 

berdasarkan pada SK Ketua Mahkamah Agung 
Nomor 106 Tahun 2019 dan Perma No. 1 Tahun 2016. 
Selama 40 jam pelajaran, para peserta akan dibekali 
dengan pemahaman konseptual, teknik komunikasi, 
simulasi praktik, serta studi kasus. Melalui kegiatan ini, 
diharapkan akan lahir para mediator unggul, profesional, 
berintegritas, dan berjiwa pengayom yang siap menjadi 
garda terdepan dalam mewujudkan keadilan yang 
cepat, biaya ringan, dan bermartabat.

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/

Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., CMLC., 
CLA., C.Med., CLi., ACIArb (Presiden Direktur Justitia Training 
Center)
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Mediajustitia.com – Jakarta, 08 Desember 2025, Justitia 
Training Center selenJustitia Training Center bekerja 
sama dengan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 
menyelenggarakan Program Pengembangan 
Kompetensi melalui Pelatihan dan Sertifikasi Asisten 
Perancang Kontrak yang diikuti oleh 190 peserta. 
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada 15 s.d. 
18 Desember 2025 dan menjadi bagian dari upaya 
peningkatan kompetensi praktis mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Mulawarman.

Dalam sambutannya, Direktur Pelatihan dan Sertifikasi 
Justitia Training Center, Dr.(c) Dhea Yulia Maharani, S.H., 
M.H., menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan 
dan kerja sama yang diberikan oleh Fakultas Hukum 
Universitas Mulawarman. “Kami melihat Fakultas 
Hukum Universitas Mulawarman sebagai salah satu 
pionir fakultas hukum di Indonesia yang progresif dan 
berdedikasi dalam membekali mahasiswa dengan 
kompetensi praktis melalui program pengembangan 
kompetensi seperti ini,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa 
program ini merupakan terobosan penting dalam 
memperkuat kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan 
dunia praktik hukum. “Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, 
pemahaman mahasiswa tidak hanya diperkuat dari sisi 
normatif, tetapi juga keterampilan praktis yang sangat 
dibutuhkan dalam dunia profesional,” jelasnya.

Direktur Pelatihan dan Sertifikasi Justitia Training Center, 
Dr.(c) Dhea Yulia Maharani, S.H., M.H. dan Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Mulawarman, Dr. Rosmini, S.H., M.H. 
Dhea juga menjelaskan bahwa materi pelatihan disusun 
secara komprehensif, mulai dari pengantar hukum 
kontrak, kontrak bisnis internasional, bilingual contract 
drafting, strategi penyelesaian sengketa, hingga 
simulasi praktik. “Pada akhir kegiatan, peserta akan 
mengikuti uji sertifikasi Asisten Perancang Kontrak yang 
diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum 
Indonesia yang telah terlisensi resmi oleh Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi,” tambahnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Mulawarman, Dr. Rosmini, S.H., M.H., menyampaikan 

bahwa kerja sama dengan Justitia Training Center 
sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia, khususnya mahasiswa. “Pelatihan dan 
sertifikasi ini sangat penting bagi mahasiswa sebelum 
lulus agar mereka memiliki bekal nyata, baik dari sisi 
keterampilan maupun identitas profesional berupa 
sertifikasi,” ungkapnya. Ia juga mendorong seluruh peserta 
untuk memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal. 
“Gunakan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya, 
ikuti seluruh rangkaian pelatihan sampai selesai, karena 
tidak semua mahasiswa mendapatkan peluang seperti 
ini,” tegasnya. Menurutnya, kompetensi di bidang kontrak 
akan menjadi kebutuhan utama di berbagai sektor, baik 
bagi perusahaan maupun masyarakat luas.

Pelatihan yang dikemas khusus bagi Fakultas Hukum 
Universitas Mulawarman ini menghadirkan para 
narasumber yang merupakan pakar dan praktisi 
di bidang hukum dan kontrak, di antaranya Prof. 
Hikmahanto Juwana, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.; Assoc. Prof. 
Dr. Chandra Yusuf, S.H., MBA., MMgt.; Dr. Mahendra Putra 
Kurnia, S.H., M.H.; Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., 
CCD., CMLC., CTLC., CLA., C.Med., CLi., ACIArb.; Deny Slamet 
Pribadi, S.H., M.H.; serta Khalid Mustafa, S.T., M.Kom., CCMS., 
C.M.C., C.Psp., CCD., CPCD., CLD., CLA., CPSt.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para mahasiswa Fakultas 
Hukum Universitas Mulawarman dapat memperoleh 
pengalaman berharga, meningkatkan kompetensi 
praktis di bidang perancangan kontrak, serta lulus dalam 
uji sertifikasi sebagai bekal memasuki dunia profesional 
hukum.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Bekali 
190 Mahasiswa melalui Pelatihan dan Sertifikasi 
Asisten Perancang Kontrak

IN HOUSE TRAINING 15 Desember 2025
DESEMBER

Baca berita lainnya di https://www.mediajustitia.com/berita/
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